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Latar Belakang

Konsep demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatagalsulama dipikirkan dan
dikembangkan secara khusus oleh pakar ekonomi ldmdanaupun di luar negeri dengan
berbagai varian pengertian dan ciri-cirinya (Dogg|8920), Carnoy (1980), Dahl (1985), Poole
(1987), dan Smith (2000)). Konsep ini bahkan sudigikirkan ekonom Indonesia, khususnya
M. Hatta, sejak tahun 1930 yang kemudian dirumudl@rdalam konstitusi (Pasal 33 UUD
1945). Konsep ini terus dikembangkan oleh ekonoorek Indonesia dengan berbagai ragam
terminologi (Mubyarto (1980), Swasono (1987), A(2000), dan Baswir (2002).

Demokrasi ekonomi di Indonesia dipandang para pemb@ngsa sebagai cara untuk
memerdekakan ekonomi bangsa. Demokrasi ekonomipakan bagian dari agenda reformasi
sosial, yaitu mengganti sistem ekonomi kolonial gén sistem ekonomi nasional, guna
menghapus pola hubungan ekonomi yang timpang, @keifi dan sub-ordinatif terhadap
ekonomi rakyat Indonesia dan mengubah strukturake&onomi warisan kolonial yang jauh
dari nilai-nilai keadilan sosial tersebut.

Sistem ekonomi kolonial mewariskan struktur ekongmng sangat timpang di mana
kelompok atas meskipun jumlahnya sedikit namun masa dan menikmati banyak surplus
perekonomian nasional. Hal yang berkebalikan meairkplompok ekonomi bawah yang
jumlahnya mayoritas namun menguasai dan meniknaaii produksi dalam taraf yang sangat
minimal. Gambaran riil perihal struktur ekonomi dagliilustrasikan melalui hasil observasi
Hatta yang memetakan struktur ekonomi Indonesia padsa kolonial Belanda ke dalam tiga
golongan besar:

1) Golongan Atas, yang terdiri dari bangsa Eropa (4boga Belanda) yang
menguasai dan menikmati hasil penjualan komoditiapean dan perkebunan di
negeri jajahan mereka.

2) Golongan menengah, yang 90% terdiri dari kaum paranperdagangan,
khususnya dari etnis Tionghoa (China), yang mendistkan hasil-hasil produksi
masyarakat jajahan ke perusahaan besar dan ekaravam. Dalam kelompok ini
terdapat 10% bangsa Indonesia yang mampu mengdasamenikmati hasil
perekonomian karena mempunyai kekuasaan (jabagatentu (elit), itu pun
berada di posisi paling bawah pada lapisan ini.

3) Golongan bawah, yang terdiri dari massa rakyatupmibyang bergerak pada
perekonomian rakyat, yang tidak mampu menguasaindamkmati hasil-hasil
produksi mereka karena berada dalam sistem ekokalonialis.

Hatta memandang bahwa perbaikan kondisi ekonomyatakidak mungkin hanya
disandarkan pada proklamasi kemerdekaan. Perjuamgak memperbaiki kondisi ekonomi
rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubalktstriekonomi kolonial menjadi struktur
ekonomi nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Biango, yang dimaksud dengan struktur



ekonomi nasional adalah sebuah struktur perekomogaag ditandai oleh meningkatnya peran
serta rakyat Indonesia dalam penguasaan modaleddimu-faktor produksi di tanah air.

“Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakams@@maan dan persaudaraan. Di
sebelah demokrasi politik harus pula berlaku deamikekonomi. Kalau tidak, manusia
belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belunsSelnizb itu cita-cita demokrasi
Indonesa ialah demokrasi sosial, melingkupi sellindkungan hidup yang menentukan
nasib manusia” (Hatta, 1960).

Reformasi sosial hanya dimungkinkan melalui demidaai ekonomi, di mana
kolektivitas (kekeluargaan dan kebersamaan) mewjasiar pola produksi dan distribusi (mode
ekonomi). Sebagaimana ditulis Hatta, “Di atas sesadig ketiga (cita-cita tolong-menolong—
pen) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Titkedk orang seorang atau satu golongan
kecil yang mesti menguasai penghidupan orang basgpkrti sekarang, melainkan keperluan
dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedpeaisahaan dan penghasilan. Sebab
itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengmmaghidupan rakyat harus berdasar pada
milik bersama dan terletak di bawah penjagaan takiengan perantaraan Badan-badan
perwakilannya” (Hatta, 1932).

Demokrasi ekonomi dirumuskan para pendiri bangsaitama Hatta, sebagai cita-cita
konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undaagab 1945. Dalam demokrasi ekonomi,
semua aktivitas ekonomi idealnya disatukan dalagarusasi koperasi sebagai bangun usaha
yang sesuai dengan asas kekeluargaan. Hanya dsdankekeluargaan dapat diwujudkan prinsip
demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleemsa, untuk semua, sedangkan
pengelolaannya dipimpin dan diawasi oleh anggotayarakat sendiri. Konsep demokrasi
ekonomi kemudian dituangkan dalam UUD 1945 sebdasar sistem perekonomian nasional.

Pasca krisis moneter 1997/1998 konsep demokrasioseki dijadikan sebagai alternatif
solusi melalui pembuatan TAP MPR No. VI/1998 tegtdpolitik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi. Pada saat ini pun, seiring @elakan otonomi daerah (Otda) banyak
daerah secara eksplisit menyatakan demokrasi ekoselpagai bagian dalam visi, misi, dan
strategi pembangunannya. Kenyataan ini menunjukkaakin pentingnya orientasi
pembangunan pada kemakmuran masyarakat dan keadsal bagi seluruh rakyat Indonesia
yang menjadi tujuan demokrasi ekonomi (Mubyart®7)9

Namun perkembangan pemikiran ke arah demokrasinogko ini tidak diikuti
perkembangan bangunan konsep, teori, dan operasamaemokrasi ekonomi. Sampai saat ini
belum ada suatu indikator yang menjadi ukuran gdenggaraan demokrasi ekonomi baik di
dalam maupun luar negeri. Demokrasi ekonomi masifatas konsep yang besifat filosofis,
normatif, dan politis. Belum tersedianya model ddat ukur ini menjadikan agenda-agenda
pembangunan daerah yang berbasis demokrasi ekdedabu abstrak dan tidak memiliki arah
yang jelas.

Kondisi ini tidak terlepas dari bias konseptualana pemahaman publik terhadap
demokrasi terdistorsi hanya sebatas demokrasi ghaunsi politik (demokrasi politik). Kondisi
yang merupakan fenomena global ini mendorong ketigpn perkembangan konsepsi
demokrasi di dunia, terutama di negara-negara bj@kaisan seperti halnya Indonesia. Saat ini
terdapat setidaknya delapan Indeks Demokrasi ghting mengukur kebebasan politik, pemilu,



partisipasi rakyat, dan fungsi lembaga negara ¢goic & Lane, 2002). Baru tataran demokrasi
politik inilah yang dikorelasikan dengan indikatsosial-ekonomi seperti pertumbuhan dan
pembangunan manusia.

Korelasi tersebut dapat ditemukan pada berbagaiehyehg dikembangkan berdasar
studi empiris di negara-negara tertentu. Modétttious Triangl& melihat bahwa pembangunan
manusia akan menjadi jalan bagi terciptanya pertimab ekonomi dan demokrasi yang
selanjutnya akan berkorelasi positif satu sama (dNSFIR dalam Kuncoro, 2004). Selain itu
terdapat model Cruel Choice plus Trickle Downyang meletakkan pertumbuhan ekonomi
sebagai prasyarat munculnya demokrasi dan pembanguoanusia.

Adapun model pertumbuhan endogen dan demokrasii \Bala melihat posisi
pembangunan manusia sebagai variabel paling pentatam menunjang terjadinya
pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi prasyarat teggembangnya demokrasi. Model
yang agak berbeda dikembangkan oleh Balla, di mdan@okrasi justru menjadi pilar kunci bagi
terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang pada akhiakgn menghasilkan perbaikan kualitas
pembangunan manusia di suatu negara.

Sementara itu, indikator spesifik yang sudah adstrjutersedia untuk mengukur
liberalisasi ekonomi dunia, yailndex of Economic Freedo(ihe Heritage Foundation, 1980).
Indeks ini mengukur derajat kebebasan ekonomi yeemgrientasi pada kemakmuran individual
melalui kebebasan dalam bisnis, fiskal, moneterydggangan, investasi, keuangan,
pemerintahan, korupsi, HAKI, dan kebebasan buraotieks ini sudah menjadi variabel bebas
yang dikorelasikan dengan GDP perkapita, pengaaggdan inflasi.

Ketiadaan model dan ukuran operasional demokrasiaki menjadi masalah di tengah
munculnya fenomena ketimpangan dan ketidakadilaralsekonomi di Indonesia saat ini. Rasio
gini Indonesia meningkat dari 0,29 pada tahun 2068jadi 0,35 pada tahun 2006. Kue nasional
yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk termiskistru turun dari 20,92 tahun 2002
menjadi 19,2 pada tahun 2006. Ironisnya, yang diatk oleh 20% kelompok terkaya naik dari
44,7% menjadi 45,7% pada tahun yang sama (Kun20Qy,).

Pada saat yang sama nilai High Net Worth IndiviqlWI) Indonesia adalah sebesar
16%, padahal di Asia-Pasifik 8,6% dan rata-rat&®B,3ementara per Juli 2007, 1.380 Trilyun
dana pihak ketiga di bank 80%-nya dikuasai 1,82%qmang rekening (Kuncoro, 2007). Per
2006, UMKM yang sebesar 99,9% dari total pelakthasdi Indonesia hanya menikmati 37,6%
"kue nasional”’, sedangkan usaha besar yang hafga-Qya justru menikmati 46,7%-nya pada
tahun yang sama. Nilai ini naik sebesar 3,6% dilmanthhun 2003 (KNKUKM, 2007).

Studi Landasan Legal-Formal
Literatur dokumen legal utama yang menjadi landapanyelenggaraan demokrasi
ekonomi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undxasar 1945, yang sebelum perubahan
keempat pada tahun 2002 berisi 3 ayat sebagauperik
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bé&atassas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negargatanmenguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dajandikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa dalam B&saércantum dasar demokrasi
ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semuaulursemua di bawah pimpinan atau



penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmurasyanakatlah yang diutamakan bukan
kemakmuran perorang. Oleh sebab itu, perekonomimousuh sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun usadpagsuai dengan prinsip tersebut adalah
koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi;krearan bagi semua orang. Sebab
itu cabang produksi yang penting bagi negara damgueesai hidup orang banyak harus dikuasai
oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi akanhjdta orang-seorang yang berkuasa dan
rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaeny yidak menguasai hajat hidup orang
banyak, boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi,dan kekayaan alam yang terkandung
dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakydtaBeétu harus dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasar kutipan penjelasan tersebut maka isis{anbi) demokrasi ekonomi dapat
dipetakan menjadi tiga bagian, yaitu “produksi ok#mua”, “produksi untuk semua”, dan
“produksi di bawah pimpinan dan atau penilikan angeganggota masyarakat”. Perwujudan
substansi demokrasi ekonomi tersebut dapat ditemyieala bagian lain dalam UUD 1945.
Konsep “produksi oleh semua” dirumuskan dalam PaZahyat (2) yang berbunyi “tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidapanlayak bagi kemanusiaan”. Ayat ini
mengindikasikan penekanan demokrasi ekonomi padslata pengangguran dan peningkatan
kesejahteraan sosial tenaga kerja (buruh).

Konsep “produksi untuk semua” dipertegas dalanalpdé yang berbunyi “fakir miskin
dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh négdfasal ini mengindikasikan bahwa
penyelenggaraan demokrasi ekonomi juga menekankahatan pada pola alokasi dan
konsumsi, utamanya yang terkait dengan peningkis¢aejahteraan penduduk miskin. Politik
alokasi dilakukan oleh negara melalui instrumetérga publik yang harus mampu memberikan
jaminan sosial bagi penduduk miskin dan kelompoitare (fulnerablg lain seperti halnya anak-
anak terlantar di Indonesia.

Konsep “produksi di bawah pimpinan dan atau fleml anggota-anggota masyarakat”
dapat diwujudkan melalui keberdayaan rakyat banyakg terhimpun dalam serikat-serikat
ekonomi. Pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan hketedan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainyetagikan dengan undang-undang” member
arahan bagi kebersatuan ekonomi rakyat tersebusal Pmi mengindikasikan perlunya
keberdayaan wadah-wadah perjuangan ekonomi ralsertthalnya koperasi dan serikat
pekerja dalam penyelenggaraan demokrasi ekonomddnesia.

Peranan anggota-anggota masyarakat dalam peagudea kontrol perekonomian hanya
dimungkinkan melalui penguasaan ilmu pengetahuartekanologi yang dapat didorong melalui
pendidikan. Pasal 31 yang berbunyi “setiap warggare berhak mendapatkan pendidikan”
mengindikasikan pentingnya akses pendidikan, yamgp jperlu didukung akses terhadap
kesehatan, yang wajib disediakan oleh negara datamgka penyelenggaraan demokrasi
ekonomi. Angota-anggota masyarakat yang terdidik skzhat akan mampu berpengaruh besar
dalam perekonomian nasional.

Penguasaan dan kontrol anggota-anggota masyarethbdap faktor produksi
diformulasikan melalui peranan negara yang vitdamaperekonomian, yang tercantum dalam
ayat 2 dan 3 pasal 33 UUD 1945. Dalam rangka demsokekonomi maka negara yang
merupakan perwujudan anggota-anggota masyarakatguasa dan memegang kontrol
pengelolaan atas cabang-cabang produksi yang peddim menguasai hajat hidup orang banyak
dan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandudgldmnya.



Literatur legal lain yang berisi muatan spesifierinal demokrasi ekonomi adalah
Ketetapan MPR No XVI/MPR/1998 tentang Politik EkamoDalam Rangka Demokrasi
Ekonomi. Dalam TAP MPR ini disebutkan bahwa demskekonomi diselenggarakan melalui
dukungan pengembangan (keberpihakan) yang jelas telgas pemerintah kepada pelaku
ekonomi rakyat (usaha kecil, menengah, dan kopetagpa mengabaikan peranan usaha besar
dan BUMN. Wujud dukungan (keberpihakan) tersebuélatd peningkatan akses mereka
terhadap SDA, tanah (lahan), dan sumber dana (n&@laamping itu, demokrasi ekonomi bagi
pekerja diselenggarakan melalui kesempatan peletigk memiliki saham perusahaan.

Studi Literatur Pendukung

Hatta dalam bukunyaBebarapa Fasal Ekonomi (1950nenguraikan penerapan
demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 3® UB45 ke dalam beberapa aspek
berdasarkan analisisnya pada situasi ekonomidpdhtionesia pada masa itu. Menurut Hatta
dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-citmgomenolong adalah koperasi, yang
hendaknya dimulai susunannya di desa karena m&sydralonesia pusatnya di desa. Terkait
dengan kondisi agrarisnya maka menurut Hatta faftoduksi terutama adalah tanah yang
hendaknya dimiliki dan dikelola secara kolektiflol@asyarakat desa.

Persoalan yang juga dinilai penting dalam memajuenokrasi ekonomi menurut Hatta
adalah bagaimana memperbarui tenaga produktif tajgag akan menjadi tulang punggung
produksi nasional. Pembaruan ini dilakukan melp&musatan perhatian pembangunan ekonomi
kepada peningkatan akses rakyat terhadap makamkuabis melalui kebijakan upah yang
dapat mempertinggi daya beli rakyat. Di samping peerhatian terhadap tempat kediaman dan
kesehatan tenaga produktif rakyat juga menjadikaglipenyelenggaraan demokrasi ekonomi.
Hatta juga memandang arti pentingnya keberadaark Badustri Rumah yang menyediakan
kapital bagi ekonomi rakyat dan penyediaan penditdigang dapat meningkatkan kecakapan
tenaga produktif rakyat.

Sukarno dalam artikelnya di harian Fikiran Ra’'d®32) berjuduDemokrasi Politik dan
Demokrasi Ekonommemaparkan demokrasi ekonomi sebagai bagian yda§ terpisahkan
dari demokrasi politik. Sosio-demokrasi yang digkin Sukarno bukan sekedar menempatkan
kedaulatan rakyat secara politik yang dimanifektasidalam pemilihan umum, melainkan juga
kedaulatan rakyat secara ekonomi, yang dimanii&stagslengan kecilnya ketimpangan sosial-
ekonomi, tidak terjadinya eksploitasi ekonomi, dédak adanya segelintir elit ekonomi
(borjuasi) yang menguasai begitu banyak sumber elagaomi.

Swasono sebagai editor bukBistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi (1985)
menyimpulkan bahwa penyelenggaraan demokrasi ekodonmdonesia dilakukan melalui
pengembangan organisasi koperasi sebagai sokoguakgmomian nasional dan penerapan
bangun usaha (jiwa) koperasi oleh seluruh bentuig@elaan perusahaan yang ada. Dalam
demokrasi ekonomi koperasi dapat pula melakukarygyeaan dalam perusahaan, sehingga
dapat turut serta dalam pengambilan kebijakan @indgerusahaan. Dalam artikel lepas yang
terhimpun dalam buku tersebut pengasosiasian dasiolkekonomi dengan bangun usaha
koperasi (kooperasi) masih dominan. Hal ini tetlirdalam pemikiran Hatta, Damanik,
Sudjanadi, Emil Salim, Wahju Sukotjo, Swasono, Matry, dan Dawam Rahardjo yang
memusatkan perhatian pada pemberdayaan koperasn gedlaksanaan demokrasi ekonomi di
Indonesia.



Dalam bukunya berjuduKerakyatan, Demokrasi Ekonomi, dan Kesejahteraasiabo
(2008) Swasono memandang bahwa demokrasi ekonomi Indoseadah ditegaskan dalam
Pasal 33 UUD 1945 ayat 1-3 beserta Penjelasanngmokrasi ekonomi menurut Swasono
bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi sdélurakyat Indonesia, dengan menyandang
pemihakan terhadap yang lemah, miskin, dan terbetakuntuk mendapatkan perhatian dan
perlakuan khusus kearah pemberdayaan.

Dalam kaitan dengan butir-butir yang dicakup olehgertian demokrasi ekonomi dalam
Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, Swasono menekankdimgreya keberadaan usaha bersama
ekonomi yang diberi wujud dalam pemilikan bersamaa thnggung jawab bersama. Swasono
mengajukan prinsip dasar kebersamdaiple-Co, yaitu Co-ownership(ikut dalam memiliki
saham)Co-determinatior(ikut menilik dan menentukan kebijakan usaha), Qafresponsibility
(ikut bertanggungjawab dalam menyelamatkan usateab@). Ketiga prinsip ini sudah inheren
di dalam badan usaha koperasi dan yang menurutoBwatapat diterapkan dalam badan usaha
non-koperasi melalui pola kepemilikan saham perasaholeh pekerja, masyarakat, dan
koperasi.

Mubyarto dalam bukunyBkonomi KerakyatanlanEkonomi Rakyat, Program IDT, dan
Demokrasi Ekonomi (1997)nenempatkan demokrasi ekonomi sebagai cara peramwjud
ekonomi kekeluargaan atau cara perwujudan ekonancd3ila. Demokrasi ekonomi yang
terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan padanj dari Sila Kerakyatanan Yang
Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyatem Perwakilan. Mubyarto
berpandangan bahwa demokrasi ekonomi merupakarnuotark meningkatkan pemerataan atau
mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangaalsosialui pemanfaatan seluruh tenaga
kerja secara optimal (berkurangnya pengangguran).

Dalam pada itu menurut Mubyarto demokrasi ekon@mwijud melalui desentralisasi
ekonomi dan otonomi daerah, di mana pengambilamspatputusan ekonomi dapat lebih
banyak dilakukan di daerah. Pajak-pajak seyogyamyan banyak yang dilimpahkan penarikan
dan penggunaannya ke daerah-daerah. Hal ini sejelagen konsepsi demokrasi ekonomi yang
juga diartikan Mubyarto sebagai cara-cara pengambiputusan-putusan ekonomi yang
melibatkan seluruh pihak yang terkait dan putusmsebut adalah untuk kemanfaatan seluruh
pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini sejalan derqgandangannya tentang koperasi sebagai
sokoguru perekonomian nasional yang menjadi safahari penerapan demokrasi ekonomi di
Indonesia.

Sritua Arief dalam bukunya berjud&konomi Kerakyatan Indonesia Mengenang Bung
Hatta (2002)mengulas demokrasi ekonomi Indonesia dengan peaekpada keadilan dalam
aspek produksi dan alokasi hasil produksi (penamnaSritua menilai demokrasi ekonomi baru
terwujud melalui keadilan dalam pemberian komparsdasadap buruh, petani, pengusaha kecil,
dan konsumen (masyarakat), yang dimungkinkan ji#aktterjadi eksploitasi ekonomi yang
dilakukan oleh para pemburu rente.

Demokrasi ekonomi juga dimaknai Sritua sebagai egagn rakyat banyak dalam proses
pembangunan, yang dalam konteks perdesaan makgagaiasgang harus dipenuhi adalah
penataan kepemilikan tanah dan bagi hasil yang Bdidlaerah perkotaan, demokrasi ekonomi
dilakukan melalui kebijakan perizinan, kebijakaedit, dan pemberian kesempatan. Dalam pada
itu, koperasi juga tetap dipandang Sritua sebagganisasi ekonomi rakyat yang jika berdaya
maka akan mampu mendorong kearah perwujudan desi@k@omi Indonesia.

Arief Budiman dalam artikelnya di bukBosok Demokrasi Ekonomi Indonesia (1993)
mengartikan demokrasi ekonomi sebagai sebuah sidiamana rakyat berperan serta secara



substansial dalam menentukan proses produksi dstnbdsi. Menurut Arief kalau sebuah

masyarakat melaksanakan demokrasi ekonomi, makerkdigkan masyarakat tersebut akan
menjadi measyarakat egalitarian, di mana semuaaMaegperan aktif dalam proses produksi
(ikut menentukan apa yang akan diproduksi dan apbebbanyak), dan memperoleh hasil-hasil
produksi tersebut secara relatif merata.

Sebaliknya bila di dalam masyarakat tidak terdajsahokrasi ekonomi, maka proses
produksi hanya ditentukan oleh sekelompok elit, dwsil-hasil produksi tersebut tidak
didistribuskan secara merata. Para elit yang mesaguyaroses produksi dan distribusi akan
memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar katigibakyat banyak yang tidak ikut campur
(atau hanya terlibat pasif saja, misalnya menjadjidn dari alat produksi) dalam kedua proses
tersebut. Keadaan ekonomi yang dapat menjadi isdpgenerapan demokrasi ekonomi menurut
Arief adalah tingkat pengangguran, proporsi pendeppenduduk miskin, proporsi upah buruh
di perusahaan,

Didik J. Rachbini dalam bukunyRolitik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi
(2001) menyarikan empat substansi demokrasi ekonomi YymTgumpu pada semangat dan
pemikiran para pendiri bangsBertama perlakuan yang adil dan dukungan pengembangan
kepada pengusaha ekonomi lemah, terutama dalaakées ke seumber daya alam dan sumber
dana.Kedug keadilan dalam pengelolaan pertanahan dan sudayer alam, khususnya dalam
mendukung pengembangan usaha kecil dan kop&etsgla, demokratisasi untuk kesejahteraan
pekerja melalui dukungan untuk berserikat dan meohple hak kepemilikan saham di
perusahaarKeempat akses seluasnya usaha kecil dan koperasi tertsatalper daya keuangan
dengan mereformasi perbankan agar tidak sekedajadndmasir konglomerat dan pengusaha
besar.

Revrisond Baswir dalam artikelnya berjudtkonomi Kerakyatan (2009)erpandangan
bahwa demokrasi ekonomi berdasarkan pada penjdRasat 33 UUD 1945 dalam garis besarnya
mencakup tiga hal sebagai beriklertama partisipasi seluruh anggota masyarakat dalanegros
pembentukan produksi nasiond{edua partisipasi seluruh anggota masyarakat dalamt turu
menikmati hasil produksi nasional. Dalam rangkaneka kerakyatan atau demokrasi ekonomi,
negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosgalfakir miskin dan anak-anak terlantar di
IndonesiaKetiga kegiatan pembentukan produksi dan pembagian prasilksi nasional itu harus
berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan arggoggota masyarakat.

Sebagai konsekuensi logisnya, negara wajib untglara terus menerus mengupayakan
terjadinya peningkatkan kepemilikan ketiga jenisdalatersebut secara relatif merata di tengah-
tengah masyarakat. Sehubungan dengan modal mataigdinya, negara tidak hanya wajib
mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap atgggnasyarakat. Negara juga wajib
memastikan bahwa semua anggota masyarakat turutliknenodal material. Jika ada di antara
anggota masyarakat yang sama sekali tidak memilikial material, dalam arti terlanjur terperosok
menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar, madgara wajib memelihara mereka.

Sehubungan dengan modal intelektual, negara wegityelenggarakan pendidikan nasional
secara cuma-cuma. Artinya, dalam rangka ekonomakigatan atau demokrasi ekonomi,
penyelenggaraan pendidikan berkaitan secara laggdangan tujuan pendirian negara untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidah wbkomersialkan. Negara memang tidak
perlu melarang jika ada pihak swasta yang menygeagan pendidikan, tetapi hal itu sama sekali
tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menamggbiaya pokok penyelenggaraan
pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat yangbugeinkannya. Sementara itu, sehubungan



dengan modal institusional, negara wajib melindliegnerdekaan setiap anggota masyarakat untuk
berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Thoby Mutis dalam bukunya berjud0bkrawala Demokrasi Ekonor(2002) memaparkan
beberapa parameter makro yang dapat digunakan umunkai perwujudan demokrasi ekonomi
sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Parameter teiagdlah kontribusi koperasi terhadap PDRB,
pangsa pasar produk koperasi, volume permodalasefprkoperasi, kekuatan struktur jaringan
koperasi, dan demokartisasi akses informasi. Segatam Mutis berpandangan bahwa parameter
demokrasi ekonomi hendaknya dijabarkan dari komgegrg) ada di dalam Pasal 33 UUD 1945
sebaganormative economyang menjadi visi bagi pengelolaan ekonomi Indianes

Robert Dahl dalam bukunya berjuddl Preface to Economic Democraggng sudah
diterjemahkan Setiawan Abadi dengan ju@@mokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar (1992)
menguraikan tiga substansi demokrasi ekondtertama Dahl menekankan penyelenggaraan
demokrasi ekonomi di perusahaan (tempat kerja) lmigdangelolaan perusahaan yang dimiliki
secara kolektif secara demokratis oleh semua orang bekerja di dalamnya. Setiap orang yang
dipekerjakan dalam perusahaan berhak atas satlnadgm satu suara. Perusahaan seperti ini
disebut Dahl sebagai Perusahaan Swap&gH-Governing Enterprisgs

Kedug penerapan kebijakan alokasi yang partisipatpastiCipatory allocation policy.
Dalam hal ini kompensasi yang diterima oleh sellaoggota (pemilik) perusahaan ditentukan
dengan cara melibatkan semua orang (pekerja) dglemgambilan keputusankKetiga
menyangkut sistem kepemilikan dalam perusahaanraygafyang dapat merupakan variasi dari
beberapa alternatif, yaitu kepemilikan individuegpemilikan kooperatif, kepemilikan negara,
dan kepemilikan sosial.

Martin Carnoy dalam bukunya berjuddtonomic Democracy: The Challenge of The
1980s (1980)menganalisis lima aspek dalam penyelenggaraan desiogkonomi.Pertama
perlunya kepemilikan bersampuplic ownershipatas cabang-cabang produksi dan sumber daya
yang dikategorikan sebagai kepemilikan umum, yaagrd hal ini pengelolaannya dikuasakan
kepada negara (melalui Badan Usaha Milik Negaka®dua perlunya kontrol demokratis
terhadap investasi, sehingga tidak terjadi spekuts konsentrasi modal yang dapat
mendistrosi perekonomian nasional secara keselnruha

Ketiga, demokratisasi di tempat kerja, yaitu dengan ragién pekerja dalam pemilikan,
pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam paamsajang umumnya diterapkan melalui
pola kepemilikan saham oleh pekeganployee share ownership plan=ESQ@Ian pembentukan
koperasi produsenKeempat pengembangan teknologi yang demokratis, yaitu galen
melibatkan peranserta masyarakat luas dan tekngéog dikembangkan adalah teknologi yang
dibutuhkan juga oleh masyarakat luas (teknologiateguna). Kelima, kontrol terhadap
perusahaan agar tidak menjadi monopolis dan menkarckonsentrasi kekayaan (aset) yang
dapat memperlebar ketimpangan ekonomi dan sosial.

Carnoy memandang bahwa dalam demokrasi ekonomtupgnaperaturan permainan
pasar akan berubah; di mana akan lebih banyak pef@perasi, perusahaan-perusahaan milik
karyawan, perusahaan-perusahaan milik masyaralkat, merusahaan-perusahaan negara).
Hubungan antarpemain tersebut akan lebih seimbiamguaa tangan tersembunyi hanya bekerja
apabila produsen dan konsumen relatif setara dpérgetahuan dan kekuasaan.

Michael Poole dalam bukunya berjudtihe Origin of Economic Democracy (1986: 1
mengartikan demokrasi ekonomi sebagai partisipaskenpa dalam kepemilikan sebuah
perusahaan dan pembagian dari penghargaewald. Sedangkan demokrasi industrial



merupakan bentuk partisipasi pekerja dalam pendamleputusan dan keterlibatan pekerja
dalam proses pengawasan jalannya perusahaan.

David Schweickart dalam artikelnya yang berjudttonomic Democracy: Worthy
Socialism That Would Really Work (1998¢ngidentikkan demokrasi ekonomi sebagai bentuk
sosialisme pasar dengan tiga pilar institusinydyuya

a. Manajemen perusahaan oleh pekenarker self-management

b. Pembagian barang dan jasa melalui sistem pasar

c. Kontrol sosial terhadap investasi modal

Tujuan mendasar dari ketiga core institusi ini abdaintuk melakukan demokratisasi di
tempat kerja melalui pembagian mo@zpital) dan bagi hasilprofit) kepada pekerja.

Hasil Studi Aplikasi Metode Delphi
Sesuai rencana aplikasi Metode Delphi dalam péelini maka distribusi instrumen
penelitian kepada para-ahli dilakukan sebanyak ldla(dua putaran). 10 ahli yang menjadi
responden Delphi dalam penelitian ini selengka@adalah:
1. Prof. Dr. San Afri Awang, MSc (Kepala Pusat StudioBomi Kerakyatan
(PUSTEK) UGM)
2. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc (ekonom, Rektor,dian Staf Ahli PUSTEK
UGM)
3. Drs. Revrisond Baswir, MBA (ekonom dan mantan Kegalisat Studi Ekonomi
Kerakyatan UGM)
4. Dr. Noer Sutrisno, MEc (ekonom IPB, dan Sekret®teteri Perumahan Rakyat
Republik Indonesia)
5. Dr. Fahmi Radhi, MBA (ekonom, Direktur Program [Qipla Fakultas
Ekonomika dan Bisnis UGM, dan Staf Ahli PUSTEK UGM)
6. Ichsanudin Noorsy, SH, MSc (ekonom, Tim Indonesandkit (TIB), dan Staf
Ahli PUSTEK UGM)

7. Dr. Muhammad Fadhil Hasan, MEc (ekonom, dosen t/a, Staf Ahli INDEF)

8. Henry Saragih (Ketua Serikat Petani Indonesia (S#h Sekjen La Via
Campesina)

9. Dr. Ahmad Erani Yustika, MEc (ekonom, dosen Uniitass Brawijaya, dan

Peneliti INDEF)
10.  Drs. Hudiyanto (ekonom, dosen UMY, dan Peneliti PHE UGM)

Selengkapnya hasil penilaian ahli terhadap instrupenelitian yang berupa rancangan
(hipotetik) Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia dildan di bawabh ini:

a. Temuan Aplikasi Metode Delphi Putaran |

Pada distribusi instrumen penelitian putaran | ddpetahui penilaian para-ahli terhadap
22 variabel penyusun Indeks Demokrasi Ekonomi ledan Secara keseluruhan para-ahli
menerima susunan umum Indeks Demokrasi Ekonominksla yang terdiri dari Dimensi
Demokrasi Produksi, Dimensi Demokrasi Alokasi daong8umsi, dan Dimensi Demokrasi
Penguasaan Faktor Produksi beserta kriteria patlapsdimensi tersebut. Selengkapnya
penilaian para-ahli terhadap masing-masing varida&m dimensi dan kriteria tersebut dapat
dilihat di bawah Ini:



1). Variabel Dimensi Demokrasi Produksi (DP) = X

Pada dimensi demokrasi produksi variabel TingkaigBagguran Terbuka (X1) terdapat
4 (40%) ahli (Delphi) yang menilai pagdange 7 (maksimum), 2 Delphi (20%) menilai pada
range 6, 3 Delphi (30%) menilai pada range 5, d&elphi (10%) yang menilai pada range 1
(minimum). Nilai Skor Variabel Tingkat Penganggurderbuka Rata-Rata adalah sebesar
0,812, di atas Batas Minimum Persetujuan sebegap0,

Pada variabel Tingkat Pengangguran Terselubung {&®ppat 5 Delphi (50%) yang
menilai dalam range 7, 2 Delphi (20%) menilai peatege 6, 1 Delphi (10%) menilai pada range
5, 1 Delphi (10%) menilai pada range 4, dan 1 De(p8%) menilai pada range 1. Nilai Skor
Variabel Tingkat Pengangguran Terselubung Rata-Rdédah sebesar 0,771, masih sedikit di
atas batas minimum persetujuan.

Pada variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset &eaan (X3) terdapat 6 Delphi
(60%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%)ilmepada range 5, 1 Delphi (10%) pada
range 4, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range ifai $kor Variabel Rasio Upah Buruh
Terhadap Omset Perusahaan adalah sebesar 0,808s tdiatas minimum persetujuan.

Tabel 1. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimensi @mokrasi Produksi (DP)

| | | B Rangel
Rasio Upah Buruh/Omzet

‘ ‘ ‘ B Range 2
Tk. Pengangguran Range 3
Terselubung ‘ ‘ W Range4
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T<. Pengangguran Terbuka g
| | Range 6
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2). Variabel Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsums{DAK) =Y

Pada dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi Vatid@mporsi Belanja Jaminan
Sosial Bagi Penduduk Miskin Terhadap Total Belafyd) terdapat 8 Delphi (80%) yang
menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai paatage 6, dan 1 Delphi (10%) pada range 1.
Nilai Skor Variabel Proporsi Belanja Jaminan So8ali Penduduk Miskin Terhadap Total
Belanja Daerah Rata-Rata adalah sebesar 0,90@sdbatas minimum persetujuan.

Pada dimensi Variabel Proporsi Pendapatan 40% Ke&nTerbawah Terhadap Total
Pendapatan (Y2) terdapat 8 Delphi (80%) yang miepdda range 7 dan 2 Delphi (2%) menilai
pada range 6. Nilai Skor Variabel Proporsi Pencdapa0% Kelompok Terbawah Terhadap
Total Pendapatan adalah sebesar 0,971, jauh dvatias minimum persetujuan.

Tabel 2. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimensi @mokrasi
Alokasi dan Konsumsi (DAK)
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3). Variabel Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Pduksi (DPFP)= Z

Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi dilkiasikan ke dalam tiga bentuk
faktor produksi, yaitu faktor produksi materialtalektual, dan institusional. Selengkapnya
pembahasan terhadap masing-masing bentuk faktduksotersebut adalah sebagai berikut:

a. Variabel Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan FaktafuRsi Material

Pada Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Psiodterial Variabel Proporsi
APBD terhadap PDRB (Z1) terdapat 3 Delphi (30%)gyarenilai pada range 7, 2 Delphi (20%)
menilai pada range 6, 4 Delphi (40%) pada rang#ahB,1 Delphi (10%) menilai pada range 4.
Nilai Skor Variabel Proporsi APBD terhadap PDRB &BRfata adalah sebesar 0,814, di atas
batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi PAD terhadap APBD (Z2) teatid Delphi (40%) yang menilai
pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada rangk Belphi (40%) pada range 5, dan 1 Delphi
(10%) menilai pada range 1. Nilai Skor Variabel gonsi PAD terhadap APBD Rata-Rata
adalah sebesar 0,785, di atas batas minimum pgraetu

Pada Variabel Proporsi Pembiayaan Domestik terh@dpD (Z3) terdapat 6 Delphi
(60%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) ilaepada range 6, dan 2 Delphi (20%).
Nilai Skor Variabel Proporsi Proporsi Pembiayaanmi@etik terhadap APBD Rata-Rata adalah
sebesar 0,828, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi APBD terhadap Total OmzedilHgksploitasi SDA di Daerah
(Z4) terdapat 4 Delphi (40%) yang menilai pada eaig3 Delphi (30%) menilai pada range 6,
dan 2 Delphi (20%) pada range 5, dan 1 Delphi (108#)ilai pada range 1. Nilai Skor Variabel
Proporsi APBD terhadap Total Omzet Hasil Eksploitd®A di Daerah Rata-Rata adalah
sebesar 0,814, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Konsumsi Perkapita terhdtialit Konsumsi Perkapita (Z5)
terdapat 2 Delphi (20%) yang menilai pada range Delphi (30%) menilai pada range 6, dan 2
Delphi (20%) pada range 5, dan 2 Delphi (20%) naerphda range 1. Nilai Skor Variabel
Proporsi Proporsi Konsumsi Perkapita terhadap Kr&dnsumsi Perkapita Rata-Rata adalah
sebesa,70Q ataudi bawah batas minimum persetujuan

Pada Variabel Proporsi Investasi Domestik Terhaflafal Investasi (Z6) di Daerah
terdapat 5 Delphi (50%) yang menilai pada rangk Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 3
Delphi (30%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) naerpbhda range 4. Nilai Skor Variabel



Proporsi Investasi Domestik Terhadap Total Investa®aerah Rata-Rata adalah sebesar 0,857,
di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Investasi Usaha Mikro Kédénengah (UMKM) terhadap
PDRB (Z7) terdapat 7 Delphi (70%) yang menilai paglage 7, 1 Delphi (10%) menilai pada
range 6, dan 1 Delphi (10%) pada range 5, dan pHbé10%) menilai pada range 1. Nilai Skor
Variabel Proporsi Investasi Usaha Mikro Kecil Megah (UMKM) terhadap PDRB Rata-Rata
adalah sebesar 0,871, di atas batas minimum pgraetu

Pada Variabel Proporsi Kredit terhadap Tabungar) {2&lapat 4 Delphi (40%) yang
menilai pada range 7 dan 6 Delphi (30%) menilaiapeahge 5. Nilai Skor Variabel Proporsi
Kredit terhadap Tabungan Rata-Rata adalah seb@28, @i atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Rata-Rata Luas Kepemilikan Lahangmp(Z9) terdapat 4 Delphi (40%)
yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) meniéglgrange 6, dan 4 Delphi (40%) pada range
5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4. NilkorSVariabel Rata-Rata Luas Kepemilikan
Lahan (Tanah) Rata-Rata adalah sebesar 0,82&sdbatas minimum persetujuan.

Tabel 3. Penilaian Ahli Terhadap Variabel DemokrasiPenguasaan
Faktor Produksi Material
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a. Variabel Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Bxduksi Intelektual

Pada Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Psiobhklektual Variabel Proporsi
Belanja Pendidikan dalam APBD (Z10) terdapat 6 Die{f0%) yang menilai pada range 7 dan
4 Delphi (40%) menilai pada range 6. Nilai Skor kel Proporsi Belanja Pendidikan dalam
APBD Rata-Rata adalah sebesar 0,967, jauh di atas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Belanja Kesehatan dalam APRD) terdapat 6 Delphi (60%)
yang menilai pada range 7 dan 4 Delphi (40%) mepiggla range 6. Nilai Skor Variabel
Proporsi Belanja Kesehatan dalam APBD Rata-Rattaladsebesar 0,943, jauh di atas batas
minimum persetujuan.



Pada Variabel Proporsi (Tingkat) Partisipasi Sek¢El?2) terdapat 8 Delphi (80%) yang
menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai paatage 6, dan 1 Delphi (10%) pada range 5.
Nilai Skor Variabel Proporsi (Tingkat) Partisip&kolah Rata-Rata adalah sebesar 0,943, jauh
di atas batas minimum persetujuan.

Tabel 4 Penilaian Ahli Terhadap Variabel Demokrai Penguasaan
Faktor Prodtsi Intelektual

Tingkat Partisipasi Sekolah i m Range 1
W Range 2
Rasio Belanja Range 3
Kesehatan/APBD B Range 4
M Range 5
Rasio Belanja Range 6
Pendidikan/APBD
Range 7
U] 50 100 150
b. Variabel Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Pxduksi Institusional

Pada Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Fsioduoktitusional Variabel
Proporsi Anggota Koperasi dari Total Jumlah Pendu@i3) terdapat 4 Delphi (40%) yang
menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai padage 6, 4 Delphi (40%) pada range 5, dan 1
Delphi (10%) menilai pada range 4. Nilai Skor VhghProporsi Anggota Koperasi dari Total
Jumlah Penduduk Rata-Rata adalah sebesar 0,82@sdvatas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Volume Usaha Koperasi tah&DRB (Z14) terdapat 3 Delphi
(30%) yang menilai pada range 7, 2 Delphi (20%) ilaepada range 6, dan 4 Delphi (40%)
pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada r@nd¢éilai Skor Variabel Proporsi Volume
Usaha Koperasi terhadap PDRB Rata-Rata adalah asele814, di atas batas minimum
persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Perusahaan Yang Memilikik§erPekerja (Z15) terdapat 7
Delphi (70%) yang menilai pada range 7, 1 Delpl@i%) menilai pada range 6, dan 2 Delphi
(20%) pada range 5. Nilai Skor Variabel ProporsiuBahaan Yang Memiliki Serikat Pekerja
Rata-Rata adalah sebesar 0,828, di atas batas ummnparsetujuan.

Pada Variabel Proporsi Anggota Serikat Pekerjaatah Jumlah Pekerja Total (Z16)
terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada rang@ Delphi (20%) menilai pada range 6, 1
Delphi (10%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) naerphda range 4. Nilai Skor Variabel
Proporsi Anggota Serikat Pekerja terhadap Juml&krizeTotal Rata-Rata adalah sebesar 0,900,
di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Perusahaan Yang Menerapkbn Kepemilikan Saham oleh
Pekerja (Z17) terdapat 7 Delphi (70%) yang memitda range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada
range 6, dan 2 Delphi (20%) pada range 5. NilairSkariabel Proporsi Perusahaan Yang



Menerapkan Pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja-Rata adalah sebesar 0,928, jauh di atas
batas minimum persetujuan.

Tabel 5. Penilaian Ahli Terhadap Variabel DemokrasiPenguasaan
Faktor Produksi Institusional

Rasio Perusahaan Memiliki | |
ESOP
‘ ‘ B Range 1l
Rasio Anggota SP/Jumlzh
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Koperasi/Jumlah Penduduk | Range 7
0 50 100 150

Secara keseluruhan aplikasi Metode Delphi Putararenghasilkan 21 variabel yang
nilai skor rata-ratanya di atas batas minimum pepsan. Hanya terdapat 1 variabel dalam
Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Mdteraitu Variabel Proporsi Konsumsi
Perkapita terhadap Konsumsi Perkapita yang dipdaa-ahli (Nilai Skor Variabel Rata-Rata) di
bawah batas minimum persetujuan. Nilai Skor Dimd®aia-Rata untuk Dimensi Demokrasi
Produksi adalah sebesar 0,794, Dimensi Demokraskasl dan Konsums sebesar 0,953, dan
Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi seQg36il.



Tabel 6. Nilai Skor Variabel Indeks Demokrasi Ekonani Indonesia

Batas
No Dimensi/Variabel Minimum Nilai Skor
Indeks Demokrasi Ekonomi
Indonesia Persetujuan* Variabel
Rata-
(IDEI) Rata**
X Demokrasi Produksi (DP) 0,714 _
1 | Tk. Pengangguran Terbuka 0,714 0,812
2 | Tk. Pengangguran Terselubung 0,714 0,771
3 | Rasio Upah Buruh/Omzet Perusaha 0,714 0,800
Y Demokrasi Alokasi (DA) 0,714 _
1 | Porsi Belanja bg Penduduk Miskin 0,714 0,900
2 | Rasio Pendapatan Kelompok 40% 0,714 0,971
Terbawah/Total Pendapatan
YA Demokrasi Penguasaan Faktor 0,714 _
Produksi (DPFP)
Z-a | Faktor Produksi Material
1 | Rasio APBD/PDRB 0,714 0,814
2 | Rasio PAD/APBD 0,714 0,785
3 | Rasio Pembiayaan Domestik/APBD 0,714 0,828
4 | Rasio APBD/Total Omzet SDA 0,714 0,814
5 | Rasio Konsumsi/Kredit Konsumsi 0,714 0,700
Rasio Investasi Domestik/Total
6 | Investasi 0,714 0,857
7 | Rasio Investasi UMKM/PDRB 0,714 0,871
8 | Rasio Kredit/Tabungan 0,714 0,828
9 | Rata2 Luas Kepemilikan Lahan 0,714 0,828
Z-b | Faktor Produksi Intelektual
10 | Rasio Belanja Pendidikan/APBD 0,714 0,967
11 | Rasio Belanja Kesehatan/APBD 0,714 0,943
12 | Rasio Partisipasi Sekolah 0,714 0,943
Z-c | Faktor Produksi Institusional
Rasio Anggota Koperasi/Jumlah
13 | Penduduk 0,714 0,828
14 | Rasio Volume Usaha Koperasi/PDR 0,714 0,814
15 | Rasio Perusahaan Memiliki SP 0,714 0,828
16 | Rasio Anggota SP/Jumlah Pekerja 0,714 0,900
17 | Rasio Perusahaan Memiliki ESOP 0,714 0,928

* : Batas Minimum Persetujuan = Range PejgatuMinimum (50) / Range
Persetujuan Maksimum (70)



** - Nilai Skor VariabelNilai Skor Maksimum (70)

Secara keseluruhan aplikasi Metode Delphi padaraatl telah menghasilkan hipotetik
susunan Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia seseagash hipotetik susunannya dalam
instrumen penelitian. Susunan Indeks Demokrasi &korindonesia tersebut adalah sebagai
berikut:

Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI)= Demokrasi Produksi (DP)+ Demokrasi
Alokasi dan Konsumsi (DAK) + Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP)

atau,
IDEI = DP + DAK + DPFP

di mana,

DP = X1+ X2 + X3
DAP =Y1+Y2
DPFP =271 +,...217

Hipotetik bobot masing-masing dimensi dapat didasapada penilaian para-ahli yang
menghasilkan Nilai Skor Dimensi Rata-Rata, yaitmBnsi Demokrasi Produksi sebesar 0,794,
Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi sebesar 9),%&n Dimensi Penguasaan Faktor
Produksi sebesar 0,861. Formula hipotetik putardndeks Demokrasi Ekonomi Indonesia
dengan adalah sebagai berikut:

IDEI = (0,79)DP + (0,93)DAK + (0,86)DPP

2). Temuan Aplikasi Delphi Putaran 2

Sesuai dengan karakteristik Metode Delphi, yagasi dan umpan balik yang terkelola,
maka responden Delphi diberi kesempatan untuk niEtgatau memperbaiki jawabannya. Hal
ini dilakukan setelah responden Delphi memperoletorinasi perihal hasil analisis data
sementara yang menunjukkan penilaian umum pararespionden Delphi. Hasil analisis data
putaran | tersebut selanjutnya digunakan sebagdiumen penelitian pada aplikasi Metode
Delphi putaran 1.

Distribusi instrumen putaran Il menghasilkan temyang secara umum memperkuat
temuan putaran sebelumnya, di mana hanya 1 respddelphi yang mengubah jawabannya
secara positif pada 1 buah variabel. Perubahadlilakukan pada variabel Proporsi Upah Buruh
terhadap Total Omzet Perusahaan, dari yang senmilai joada range 4 kemudian diubah
menjadi dinilai pada range 7 (maksimum). Sementajawaban semua responden Delphi pada
seluruh variabel yang lain pada putaran | tidak gaéami perubahan.

Sementara itu penilaian para-ahli terhadap Bohiatebsi yang dihasilkan dari Nilai
Skor Dimensi Rata-Rata menunjukkan kecenderungaerippeaan para-ahli responden Delphi
terhadap nilai bobot yang diajukan. Hal ini ditldkan dengan nilai (tingkat) persetujuan



terhadap semua Bobot Dimensi yang sebesar 80%ngaa nilai (tingkat) ketidaksetujuan

hanya sebesar 6,66%. Tingkat ketidaksetujuan paaeri3i Demokrasi Produksi dan Dimensi
Demokrasi Alokasi dan Konsumsi adalah sama-samaesaeb3,33%. Tidak terdapat

ketidaksetujuan dari para-ahli responden DelphiapBdnensi Demokrasi Penguasaan Faktor
Produksi. Dalam pada itu nilai (tingkat) abstaiarguan) adalah sebesar 13,34%.

Tabel 7. Nilai Skor Aplikasi Metode Delphi Putaranli

No Dimensi/Variabel Penilaian Tentang
Indeks Demokrasi Ekonomi Perubahan
Indonesia Jawaban* (%) Bobot Dimensi** (%)
TIDAK
(IDEI) YA TIDAK SETUJU SETUJU
X | Demokrasi Praduksi (DP) 80 10
1 | Tk. Pengangguran Terbuka 0 100
2 | Tk. Pengangguran Terselubung 0 100
Rasio Upah Buruh/Omzet
3 | Perusahaan 10 90
Y | Demokrasi Alokasi (DA) 80 10
1 | Porsi Belanja bg Penduduk Miskin 0 100
2 | Rasio Pendapatan Kelompok 4( 0 10C
Terbawah/Total Pendapatan
Z | Demokrasi Penguasaan Fakic 80 0
Produksi (DPFP)
Z-
a | Faktor Produksi Materie
1 | Rasio APBD/PDRB 0 100
2 | Rasio PAD/APBL 0 10C
3 | Rasio Pembiayaan Domestik/APBD 0 100
4 | Rasio APBD/Total Omzet SDA 0 100
5 | Rasio Konsumsi/Kredit Konsun 0 10C
Rasio Investasi Domestik/Total
6 | Investasi 0 100
7 | Rasio Investasi UMKM/PDRB 0 100
8 | Rasio Kredit/Tabung 0 10C
9 | Rata2 Luas Kepemilikan Lah 0 10C
Z-
b | Faktor Produksi Intelektual
10 | Rasio Belanja Pendidikan/APBD 0 100
11 | Rasio Belanja Kesehatan/AP! 0 10C
12 | Rasio Partisipasi Sekolah 0 100
Z-

¢ | Faktor Produksi Institusion:
Rasio Anggota Koperasi/Jumlah

13 | Penduduk 0 100
Rasio Volume Usaha
14 | Koperasi/PDRB 0 100

15 | Rasio Perusahaan Memiliki 0 10C




16 | Rasio Anggota SP/Jumlah Pekerjd 0 100
17 | Rasio Perusahaan Memiliki ES 0 10C
Nilai Rata-Rata 5,88 94,12 80,00 6,66
* . Jawaban TIDAK merupakan persetujuan finahéelap kesesuaian variabel sebagai
elemen Indeks
** - Bobot dimensi sesuai rerata nilamlen variabel penyusun dimensi, yaitu Demokrasi
Produksi = 0,79, Demokrasi Alokasi = 0,93 dan Dkrasi Penguasaan Faktor Produksi =
0,86

Satu-satunya perubahan jawaban yang dilakukan kdsponden Delphi selanjutnya
mengubah Nilai Skor Variabel Proporsi Upah Burutihdadap Total Omzet Perusahaan. Pada
variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset Perusab&graplikasi Metode Delphi Putaran |
terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada rangé& Delphi (10%) menilai pada range 5, 1
Delphi (10%) pada range 4, dan 1 Delphi (10%) naepiada range 3. Nilai Skor Variabel Rasio
Upah Buruh Terhadap Omset Perusahaan pada Putadaladh sebesar 0,800, di atas batas
minimum persetujuan.

Tabel 8. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimasi Demokrasi Produksi
Pada Putaran | (Sebelum Revisi)

Rasio Upah Buruh/Omzet mRange 1
i ‘ ‘ ‘ B Range 2

Tk. Pengangguran Range 3
Terselubung H Range 4

| ‘ ‘ mRange 5

Tk.Pengangguran Terbuka Range 6
! ! Range 7

0 20 40 €0 80 100 120

Pada variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset &was (X3) aplikasi Metode
Delphi Putaran |l terdapat 7 Delphi (70%) yang rerpada range 7, 1 Delphi (10%) menilai
pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada r&gdéilai Skor Variabel Rasio Upah Buruh
Terhadap Omset Perusahaan pada aplikasi MetodehiDelgaran Il (revisi jawaban) naik
menjadi sebesar 0,814 dan tetap di atas batas mimipersetujuan.

Tabel 9. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimensi @mokrasi Produksi
Pada Putaran 2 (Sesudah Revisi)



Rasio Upah Burth/Omzet H
mRange 1
7 B Range 2
Tk. Pengangguran - ® Range 3
Terselubung m Range 4
| B Range 5
Tk. Pengangguran Terbuke - ¥ Range 6
Range 7

0 20 40 €0 80 100 120

Perubahan jawaban 1 Delphi terhadap 1 variabep@so Upah Buruh terhadap Total
Omzet Perusahaan) pada putaran Il juga mengubah®¥br Dimensi Demokrasi Produksi dari
sebelumnya sebesar 0,794 menjadi sebesar 0,79@n&emitu, Nilai Skor Dimensi Rata-Rata
dan Nilai Skor Variabel Rata-Rata lainnya tidak gedami perubahan. Nilai perubahan yang
tidak mengubah nilai desimal pertama ini kurangifkpn, sehingga penentuan Bobot Dimensi
Demokrasi Produksi tetap signifikan untuk menggamakenilaian para-ahli pada putaran II
yang untuk dimensi tersebut tingkat persetujuanisy@ah mencapai 80% dan tingkat
ketidaksetujuannya hanya 3,3%.



Tabel 10. Nilai Skor Variabel Indeks Demokrasi Ekommmi Indonesia

-Putaran Il (Revisi)

Batas
No Dimensi/Variabel Minimum Nilai Skor
Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia Persetujuan Variabel
(IDEI) Rata-Rata
X Demokrasi Produksi (DP) 0,714
1 | Tk. Pengangguran Terbuka 0,714 0,812
2 | Tk. Pengangguran Terselubung 0,714 0,771
3 | Rasio Upah Buruh/Omzet Perusahaan 0,714 0,814**
Y Demokrasi Alokasi (DA) 0,714 _
1 | Porsi Belanja bg Penduduk Miskin 0,714 0,900
2 | Rasio Pendapatan Kelompok 40% 0,714 0,971
Terbawah/Total Pendapatan
Z Demokrasi Penguasaan Faktor 0,714 _
Produksi (DPFP)
Z-a Faktor Produksi Material
1 | Rasio APBD/PDRB 0,714 0,814
2 | Rasio PAD/APBD 0,714 0,785
3 | Rasio Pembiayaan Domestik/APBD 0,714 0,828
4 | Rasio APBD/Total Omzet SDA 0,714 0,814
5 | Rasio Konsumsi/Kredit Konsumsi 0,714 0,700
6 | Rasio Investasi Domestik/Total Investasi 0,714 0,857
7 | Rasio Investasi UMKM/PDRB 0,714 0,871
8 | Rasio Kredit/Tabungan 0,714 0,828
9 | Rata2 Luas Kepemilikan Lahan 0,714 0,828
Z-b Faktor Produksi Intelektual
10 | Rasio Belanja Pendidikan/APBD 0,714 0,967
11 | Rasio Belanja Kesehatan/APBD 0,714 0,943
12 | Rasio Partisipasi Sekolah 0,714 0,943
Z-Cc Faktor Produksi Institusional
13 | Rasio Anggota Koperasi/Jumlah Pendudu 0,714 0,828
14 | Rasio Volume Usaha Koperasi/PDRB 0,714 0,814
15 | Rasio Perusahaan Memiliki SP 0,714 0,828
16 | Rasio Anggota SP/Jumlah Pekerja 0,714 0,900
17 | Rasio Perusahaan Memiliki ESOP 0,714 0,928

*: Nilai Skor Revisi dari sebelumnya sebe3a94
**: Nilai Skor Revisi dari sebelumnya sebe8s800



Secara keseluruhan hasil distribusi instrumen tearelaplikasi Metode Delphi Putaran
Il memperkuat temuan Dimensi, Kriteria, dan IndkaVariabel) Indeks Demokrasi Ekonomi
Indonesia pada aplikasi Metode Delphi Putaran fulbghan jawaban pada 1 Variabel oleh 1
Delphi tidak signifikan dan juga meningkatkan nitkor variabel diubah yang memperkuat
temuan sebelumnya. Oleh karena itu hasil temudkasplMetode Delphi pada Putaran | dapat
digunakan sebagai dasar penetapan Variabel dam&usudeks Demokrasi Ekonomi Indonesia
yang sudah diformulasikan secara hipotetik padéissmdasil temuan aplikasi Metode Delphi
pada putaran I.

Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil temuan dan analisis penilaian dgtém aplikasi Metode Delphi
Putaran | dan Il maka dapat dirumuskan kesimpudemrdkomendasi sebagai berikut:

Simpulan

1). Variabel yang dinilai sesuai oleh para-ahli daencapai nilai skor di atas batas minimum
persetujuan, sehingga dapat dijadikan sebagai upsoyusun Indeks Demokrasi Ekonomi
Indonesia (IDEI) adalah sebanyak 21 variabel yangaigi dalam 3 Dimensi, yaitu:

A. Dimensi Demokrasi Produksi (DP) = X
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (X1)
2. Tingkat Pengangguran Terselubung (X2)
3. Rasio Upah Buruh Terhadap Total Omzet Perusahaan (X

B. Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK) =Y
1. Proporsi Belanja Jaminan Sosial Bagi Penduduk MiSkirhadap APBD (Y1)
2. Rasio Pendapatan Kelompok 40% Terbawah Terhadab Fehdapatan (Y2)

C. Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DRFEP)

Rasio APBD Terhadap PDRB (Z1)

Rasio PAD Terhadap APBD (Z2)

Rasio Pembiayaan Domestik Terhadap APBD (Z3)

Rasio APBD Terhadap Total Omzet Hasil Eksplotash$p4)
Rasio Investasi Domestik Terhadap Total Invest#s) (

Rasio Investasi UMKM Terhadap PDRB (Z6)

Rasio Kredit Terhadap Tabungan (Z7)

Rata-Rata Luas Kepemilikan Lahan (Z8)

Rasio Belanja Pendidikan Terhadap APBD (Z9)

10 Rasio Belanja Kesehatan Terhadap APBD (Z10)

11.Tingkat Partisipasi Sekolah (Z11)

12.Rasio Anggota Koperasi Terhadap Total Jumlah Pard(i€il 2)
13.Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (Z13)
14.Rasio Perusahaan Memiliki Serikat Pekerja (Z14)

15.Rasio Anggota Serikat Pekerja Terhadap Total Ju&lerja (Z15)
16.Rasio Perusahaan Yang Memiliki Pola Kepemilikangdal®oleh Pekerja (Z16)

©CoNoOGOR~WNE



2). Susunan (formula) umum Indeks Demokrasi Ekonioionesia (IDEI) yang disetujui oleh
para-ahli adalah:

DP=X1+X2+X3 ..iiiiiiiinnn. (1)
DAP=Y1+Y2 i (i)
DPFP =Z1+,..Z16 .......cevvvvnnnnns (iii)
IDEI = DP + DAK + DPFP ............ (iv)

3). Susunan (formula) Indeks Demokrasi Ekonomi hedta yang mempertimbangkan
pembobotan nilai skor yang disetujui oleh para-atidlah:

IDEI = (0,79)DP + (0,93)DAK + (0,86)DPFP .......... (v)

Rekomendasi

1)

2)

3)

4)

Pemerintah dalam hal ini BPS, Bappenas, Bank Inglapatau Universitas Gadjah Mada
(Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan) perlu menjadikaill sebagai alternatif alat ukur
tingkat penerapan demokrasi ekonomi di Indonesiangy kemudian dapat
memperbandingkan penerapannya antardaerah di selmdonesia dan dievaluasi
perkembangannya dari tahun ke tahun atau minirteh sekali.

Pemerintah dan DPR RI hasil Pemilihan Umum 200fupeenjadikan hasil pengukuran
IDEI sebagai sarana untuk mendorong pengarusutaasgek pemerataan dan keadilan
dalam pembangunan ekonomi Indonesia selain aspekga&ihan dan efisiensi.

Ekonom yang berkomitmen terhadap ide demokrasi @korperlu menjadikan IDEI
sebagai variabel baru yang setelah diukur dalanteksnperekonomian daerah dapat
dikorelasikan dengan berbagai fenomena ekonomiataénasional) seperti halnya
kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dppatan riil (perkapita),
pertumbuhan, dan variabel makro-ekonomi lain dohekia dengan memanfaatkan alat-
alat analisis ekonometrik yang sudah tersedia.

Peneliti ekonomi perlu menjadikan IDEIl sebagaiisem awal $tarting-poin) bagi
berkembangnya inovasi (penemuan) baru terhadaplalat model, dan teori demokrasi
ekonomi Indonesia yang lebih baik (canggih) di rasea yang akan datang.
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